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Abstrak. PNS adalah merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi 
masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan seseorang Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat 
melalui penilaian kinerja pegawai negeri. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan 
pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta memberikan 
penghargaan. Ada beberapa metode untuk merepresentasikan hasil logika fuzzy yaitu 
metode Tsukamoto, Mamdani dan Sugeno. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen 
direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Output 
hasil inferensi masing- masing aturan adalah z, berupa himpunan biasa (crisp) yang 
ditetapkan berdasarkan α-predikatnya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-
rata terbobotnya.Pada metode Mamdani, aplikasi fungsi implikasi menggunakan MIN, 
sedang komposisi aturan menggunakan metode MAX. Metode Mamdani dikenal juga 
dengan metode MAX-MIN. Inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan fuzzy maka 
harus ditentukan suatu nilai crisp tertentu sebagai output.  
 
Katakunci: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Fuzzy Inference System 
Mamdani 
 
Abstract. PNS is an element of the State apparatus which served as a public servant. To 
determine the success of a person's civil servants can be seen through the performance 
appraisal of civil servants. The results of the performance assessment is used as a material 
consideration in the development of the Civil Service, including the appointment, 
promotion, appointment in the office, education and training, and reward. There are several 
methods for representing the results of the fuzzy logic method Tsukamoto, Mamdani and 
Sugeno. In the method of Tsukamoto, any consequent represented by fuzzy sets with 
membership functions monotone. The output result of each inference rule is z, a set of 
ordinary (crisp) set is based on α-predicate. The final result is obtained by using the average 
terbobotnya.Pada Mamdani method, the application uses the MIN function implications, are 
composition rules using MAX. Mamdani method, also known as MAX-MIN method. 
Inference the output of the fuzzy number to be determined a certain crisp value as output. 
This process is known as defuzzification. There are several methods used in the centroid 
method of defuzzification among others. In this method the determination of crisp values by 
taking the central point in fuzzy.Pada research, modeling Mamdani fuzzy inference system 
is used for the assessment of the implementation of the civil service jobs.  
 
Keywords:  List of Work Implementation Assessment (DP3), Mamdani Fuzzy Inference 
System
Faktor Exacta 7(3): 271-281, 2014 
ISSN: 1979-276X 
Purwanti & Widodo – Model Penduga Kinerja Pegawai … 
 
 
 
- 272 - 
 
PENDAHULUAN 
Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adaiah penilaian secara periodik 
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah 
untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan 
untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihankelebihan yang dimiliki oleh 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya. Hasil pei1aian 
kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, 
antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat,. pengangkatan dalam jabatan, pendidikan 
dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kiperja Pegawal Negeri Sipil 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian juga dijeluskan tentang DP3 atau unsur-unsur yang dinilai dan kinerja 
Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: a) Kesetiaan, b) Prestasi kerja, c) Tanggung Jawab, 
d) Ketaatan, e) Kejujuran, f) Kerja sama, g) Prakarsa, dan h) Kepemimpinan. Agar 
pelaksanaan system penilaian prestasi kerja yang efektifharus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: a. Relevansi artinya system penilaian harus ada hubungannya dengan 
sejumlah faktor organisasi antara lain strategi dan tujuan organisasi serta pencapaian 
strategi organisasi. b. Reliabilitas, artinya konsistens penilaian dan evaluasi tersebut. 
Sistem evaluasi atau penilaian dianggap reliable atau dapat dipercaya jika seorang 
pegawai yang dinilai oleh dua orang penilai independen memiliki penilaian yang sama 
atau tidak jauh berbeda. c. Sensitivitas, artinya biasa membedakan kriteria yang sangat 
baik, baik, sedang buruk dan sangat buruk. d. Akseptabilitas artinya dapat diterima oleh 
mereka yang berkaitan dengan penilaian yaitu organisasi dan juga pegawai yang dinilai. 
e. Praktikal artinya mudah dipahani dan dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan 
menganclung criteria seclerhana (mudah dipahami semua pegawai) tidak memerlukan 
waktu banyak dan tidak beresiko tinggi. f. Tidak melanggar Undang-Undang artinya 
sesuai dengan ketentuan kepegawaian dan ketenangaker)an yang berlaku. 
Dalam penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil diharapkan hasil yang didapat 
akurat dan benar adanya. Namun jika semua penilaian dilakukan secara manual, dimana 
Pejabat Penilai, menilai menggunakan lembar penilaian, pada penilaian mi bisa 
mengakibatkan penilaian yang subyektif sehingga bisa menimbulkan ketidak adilan 
dalam penilaian. 
Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan sebuah sistem yang memudahkan 
proses Penilaian Pelaksnaan Pekerjaan. Setelah didapatkan Hasil penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan mi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, 
pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjan Negeri Sipil selama ini dilakukan secara manual 
dan hasil penilaian oleh pejabat penilai dan Atasan Pejabat Penilai. Cara tersebut kurang 
efisien dan efektif, oleh karena itu perlu metode yang praktis yang dapat diterapkan 
secara efesien dan efçktif dengan berdasarkan metode Fuzzy Inference System Mamdani 
dan menggunakan tool Matlab. 
Penelitian dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu pada 
tahun 2013-2014. Pada penelitian ini digunakan metode Mamdani. Penilaian yang 
diajukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegwai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
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pokok-pokok kepegawaian juga tentang DP3 atau unsur-unsur yang dinilai dan kinerja 
Pegawai Negeni Sipil. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjan Pegawai Negeri Sipil 
Menurut Undang- Undang Republik Indonesia no.8 tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri 
adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundng-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menvrut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kpegawaian dijelaskan bahwa dan Praturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS adalah merupakan unsur aparatur Negara yang 
bertugas sebagai abdi masyarakat, oleh karena itu seorang Pegawai Negeri Sipil harus 
memiliki kemampian untuk melaksanakan tugasnya secara Fofessional dan bertanggung 
jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembagunan secara bersih 
dan bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Pemenintah 
Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 
Unsur-unsur yang dinilai dajam melaksanakan penilaian pelaksanaan 
pekerjaan adalah: 
1. Kesetiaan 
 Kesetiaan, Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan 
pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. 
Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut: 
a.  Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, 
tingkah laku, dan perbuatan. 
b. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa 
mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, 
atau golongan. 
c.  Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, serta selalu berusaha mempelaiani haluan Negara, politik Pemerintah, dan 
rencana-rencana Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara 
berdayaguna dan berhasilguna 
d.  Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam 
gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang 
Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah; 
e.  Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakän yang 
dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang 
Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. 
 
2. Prestasi kerja 
 Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksana tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang 
Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan 
kesungguhan PNS yang bersangkutan Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur 
sebagai berikut: 
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a.  Mempunyai kecakapan dai menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan 
bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya. 
b.  Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. 
c. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan 
dengan tugasnya. 
d. Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya. 
e.  Mempunyai kesegaran dan kesehatanjasmani dan rohani yang baik. 
f.  Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna. 
g.  Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu 
maupun dalam arti jumlah. 
 
3. Tanggung Jawab 
 Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan 
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya 
serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang 
dilakukannya. Unsur tauggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 
a. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. 
b.  Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan. 
c. Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang 
lain, atau golongan. 
d. Tidak pemah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain. 
e. Berani memikul risiko dan keputusan yang diambil atau tindakan yang 
dilakukannya. 
f. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang 
milik Negara yang dipercayakan kepadanya. 
 
4. Ketaatan 
 Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala 
peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati 
perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan 
untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub 
unsur sebagai berikut: 
a.  Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang 
berlaku. 
b.  Menaati perintah kedinsan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan 
sebaik-baiknya. 
c. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
d.  Bersikap sopan santun. 
 
5. Kejujuran  
Kejujuran, Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati 
seorang Pegawai Nçgeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak 
menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas 
sub-sub unsur sebagai berikut: 
a. Melaksanakan tugas dengan ikhlas. 
b. Tidak menyalahgunakan wewenangnya. 
c. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya. 
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6. Kerja sama 
 Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja 
bersama-sama dengn orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, 
sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besamya. Unsur kerjasama 
terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 
a. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang 
tugasnya. 
b.  Menghargai pendapat orang lain. 
c.  Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin 
bahwa pendapat orang lain itu benar. 
d.  Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dan orang lain. 
e.  Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang 
tugas yang ditentukan. 
f. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak 
sependapat. 
 
7. Prakarsa 
 Prakarsa, Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil 
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan 
dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan atasan. Unsur 
prakarsa terdiri tas sub-sub unsur sebagai berikut: 
a.  Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dan atasan, mengambil keputusan atau 
melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak 
bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan. 
b.  Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna 
yang sebesar besarnya. 
c.  Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, 
baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan 
pelaksanaan tugas. 
 
8. Kepemimpinan 
 Kepemimpinan, Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil 
untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk 
melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur sebagai 
berikut: 
a.  Menguasai bidang tugasnya. 
b.  Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 
c.  Mampu mengemukakan pendapat denganjelas kepada orang lain. 
d.  Mampu menentukan proritas dengan tepat. 
e.  Bertindak tegas dan tida memihak. 
f.  Memberikan teladan baik. 
g. Berusaha memupuk da rnengembangkan kerjasama. 
h.  Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan. 
i. Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan Melaksanakan tugas. 
j. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan. 
k.  Bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan. 
 
Tata Cara Penilaian 
Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negeri 
Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain 
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yang setingkat dengan itu. Pejabat Penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan 
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Iingkungarinya pada akhir bulan 
Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekejaan dinyatakan 
dengan sebutan dan angka sebagai berikut: 
a. amat baik = 9l -100 
b. baik = 76-90 
c. cukup = 61-75 
 
Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem Pendukung Keputusan sebagai “Sekumpulan prosedur berbasis model 
untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil 
keputusan”. Dia menyatakan bahwa untuk sukses, sistem tersebut haruslah sederhana, 
cepat, mudah dikontrol, adaptif lengkap dengan isu-isu penting, dan mudah 
berkomunikasi 
[Efraim 2005].
 
Dari definisi tersebut, dapat diindikasikan empat karakteristik utama dari Sistem 
Pendukung Keputusan, yaitu: 
1. Sistem Pendukung Keputusan menggabungkan data dan model menjadi satu bagian. 
2. Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu para manajer (pengambil 
keputusan) dalam proses pengambil keputusan dari masalah yang bersifat semi 
struktural (tidak terstruktur). 
3. Sistem Pendukung Keputusan lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian 
manajer dan sama sekali bukan untuk menggantikannya. 
4. Teknik Sistem Pengambil Keputusan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas 
dari pengambil keputusan 
[6].
 
Aplikasi dari Sistem Pendukung Keputusan baru dapat dikatakan berhasil atau 
bermanfaat, jika terdapat kondisi sebagai berikut: 
1. Eksistensi dari basis data yang sangat besar, sehingga sulit mendayagunakannya. 
2. Kepentingan adanya transformasi dan komputasi pada proses pencapaian keputusan. 
3. Adanya keterbatasan waktu, baik dalam Penentuan hasil maupun dalam prosesnya. 
4. Kepentingan akan penilaian atas pertimbangan akal sehat untuk menentukan dan 
mengetahui pokok permasalahan, serta pengembangan alternatif dan penilain solusi 
[6].
 
 
METODE 
Penelitian ini dilakukan untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, dengan 
menggunakan Fuzzy Inference System Mamdani. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer yang diperoleh penulis secara langsung dari Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
 Proses pemilihan sampel dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung. 
Pemilihan sampel berdasarkan jangka waktu penilaian 2013. Sampel pada penelitian ini 
adalah pegawai BKKBN yang berjumlah 30 pegawai. 
Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan 
pegawai dilakukan dengan mewawancarai pihak yang berwenang dengan menggunakan 
angket atau kuesioner yang digunakan sebagai instrumentasi. Insrtumen penelitian 
menggunakan kuisioner. Variabel dan indicator yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari 8 variabel dan 23 indikator. 
Analisis data menggunakan kuantitatif dengan kaidah-kaidah matematika 
terhadap data angka atau numerik. Pembentukan himpunan fuzzy pada metode mamdani 
baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan 
fuzzy. Aplikasi fungsi implikasi yang digunakan untuk tiap-tiap aturan adalah fungsi min. 
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Penegasan (defuzzy) menggunakan bantuan software matlab dengan menggunakan 
fasilitas yang disediakan pada toolboxfuzzy. 
 
Langkah-langkah Penelitian 
Dalam pengembangan sistem informasi, keseluruhan proses yang dilalui harus 
melalui beberapa tahapan. Dalam menentukan kinerja pegawai penelitian ini 
menggunakan metode pengembangan sistem informasi model waterfall. Tahapan yang 
dilakukan meliputi: komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan pengiriman 
sistem. Langkah-langkah pada tahapan pelaksanaan penelitian dapat dilihat dalam bentuk 
diagram alir pada gambar 1. 
Mulai
Identifikasi Permasalahan
Inisialisiasi Penelitian, Rumusan Masalah
Studi Pustaka dan Tinjauan Penelitian
Studi Literatur, Analisa Penelitian Sebelumnya
Pengumpulan Data
Observasi, Wawancara, dan Kuisioner
Analisis Sistem
Analisis Sistem Berjalan, Analisis Kebutuhan 
Pengguna
Studi Kelayakan
Organisasi, Infrastruktur Teknologi
Perancangan Sistem
Perancangan Sistem Antar Muka, Arsitektur
Pengkodean
Menggunakan Toolbox Matlab R2008
Implementasi
Implementasi di jaringan lokal
Pengujian dan Evaluasi
Pengujian Penerimaan Pengguna
Selesai
Tahapan
Komunikasi
Tahapan
Perencanaan
Tahapan 
Pemodelan
Tahapan 
Konstruksi
Tahapan
Pengiriman Sistem
 
Gambar 1. Langkah-langkah pada tahapan pelaksanaan penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis masalah 
 Model sistem yang akan dibuat memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 
1.  Perancangan yang dibuat dengan menggunakan penalaran fuzzy dengan menggunakan 
metode Mamdani. 
2.  Pembuatan model penilaian pelaksanaan pekerjaan di BKKBN. 
3.  Setiap variabel dibagi menjadi 3 himpunan funzzy, antara lain : Cukup, Baik, dan 
Amat Baik. 
4.  Bentuk Persamaan yang digunakan untuk menentukan ketiga himpunan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
µCUKUP[x]=  
1 
(6 − x)/(6 − 5)
0 
 
; 0 ≤ x ≤ 5
; 5 ≤ x ≤ 6
;  x ≥ 6
 
 
µBAIK[x] =     
  
(x − 5)/(6,5 − 5)
(6,5 − x)/(8 −  6,5)
0 
 
; 5 ≤ x ≤ 6,5 
; 6,5 ≤ x ≤ 8 
;  x ≤ 5 ataux ≥ 8
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 µAMAT BAIK[x] =  
0 
(x − 7)/(8 − 7)
1 
 
;  x ≤ 7 
;  7 ≤ x ≤ 8 
;  x ≤ 8 
 
 
 
Riset Pendahuluan 
Pada penelitian riset pendahuluan dilakukan penilaian langsung, dalam penentuan kinerja 
pegawai dilakukan penilaian oleh pejabat penilai. 
 
Hasil Penelitian 
Kuesioner Penilaian yang diisi oleh Pejabat Penilai untuk evaluator sebanyak 30 orang 
dengan jumlah kuesionernya 30 lembar. Kriteria yang akan dianalisis dijadikan variabel 
fuzzy dalam menentukan kinerja pegawai dengan bantuan software matlab. 
 
Uji Coba Sistem  
Sistem dibuat oleh program Matlab R2008b, berikut form utama dari aplikasi penentuan 
penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negri :  
 
 
 
Gambar 2. GUI Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri 
 
Implikasi Penelitian 
Aspek Sistem 
 Agar dapat mendukung hasil penelitian, perlu adanya kesiapan sistem yang 
berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar sistem dapat memberikan dukungan hasil 
keputusan. Sarana dan prasarana yang diperlukan terdiri dari hardware dan software 
infrastruktur yang baik. 
 
Aspek Manajerial 
 Sosialisasi hasil penelitian. Hasil penelitian ini perlu disosialisasikan kepada seluruh 
pegawai, sehingga pegawai dapat diperikan reward dan punishmen sebagai tindakan dari 
hasil atas kinerjanya masing-masing.  
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Aspek Penelitian Lanjutan 
Penelitian ini dirasakan masih banyak kekurangan. Hal ini karena adanya beberapa 
kendala yang dihadapi pada saat penelitian dan pengujian. Oleh sebab itu perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk melengkapi kekurangan yang ada di penelitian ini. Hal yang 
perlu dikembangkan dalam penelitian lanjutan yang dapat dilakukan berdasarkan 
penelitian ini yaitu, penambahan kriteria-kriteria dalam penentuan kinerja pegawai. 
 
Tahapan Implementasi Sistem 
Dalam proses implementasi sistem penentuan kinerja pegawai di BKKBN, diperlukan 
beberapa tahapan perencanaan untuk implementasi sistem. Tahapan tersebut adalah 
sebagai berikut. 
 
Kegiatan Implementasi Sistem 
Langkah-langkah kegiatan implementasi sistem adalah sebagai berikut: 
1.  Pengadaan hardware dan software 
 Hardware dan yang software yang diperlukan untuk menunjang sistem ini adalah: 
a. Hardware berupa PC, Spesifikasi hardware PC tidak dibahas dalam penelitian ini 
dikarenakan peneliti tidak melakukan observasi terhadap aspek biaya dari obyek 
penelitian. 
b. Software sistem operasi, termasuk didalamnya adalah aplikasi Matlab R2008b 
2.  Instalasi hardware dan software 
 Setelah hardware dan softwarenya tersedia, maka selanjutnya adalah proses 
penginstallasian hardware dan software. 
3.  Pemilihan operator 
  Salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam penentuan kinerja pegawai 
berupa aplikasi sistem penentuan kinerja pegawai yaitu operator. Operator yang 
dimaksudkan adalah operator yang akan menangani bagian tertentu dari subsistem 
aplikasi. Peranan operator adalah mengelola data pegawai serta memelihara terhadap 
setiap perubahan data yang terjadi, sehingga hal ini menjadi sangat penting. 
4.  Sosialisasi kepada pejabat penilai 
  Dalam kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan surat edaran bahwa aplikasi 
sudah siap dipergunakan dan disertakan juga panduan penggunaan aplikasi beserta 
informasi account pimpinan dalam sistem yang baru. 
5.  Uji coba sistem penentuan kinerja baru 
 Pengujian sistem baru harus dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang baru 
tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. 
6.  Evaluasi sistem baru dan perbaikan 
 Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari sistem yang baru 
dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh sistem lama. 
7.  Konversi sistem 
 Implementasi sistem ini adalah proses untuk meletakkan sistem baru agar dapat 
digunakan. Konversi sistem ini menggunakan metode parallel. Baik sistem manual 
maupun sistem baru ini dioperasikan secara bersama-sama untuk meyakinkan bahwa 
sistem yang baru benar-benar berhasil lebih baik sebelum sistem yang lama (manual) 
dihentikan. 
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PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, 
maka dalam penelitian ini dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Penentukan kinerja pegawai BKKBN dapat dibangun dengan pendekatan logika 
fuzzy. 
2. Penentukan kinerja guru dengan sistem pendukung keputusan dengan pendekatan 
logika fuzzy lebih objektif dari pada penentuan kinerja pegawai secara manual. 
3. Penentuan kinerja pegawai dengan sistem pendukung keputusan dengan pendekatan 
logika fuzzy lebih efektif dan efisien. 
4. Penentuan kinerja pegawai BKKBN dengan pendekatan logika fuzzy menggunakan 
23 kriteria dalam menentukan keputusan. 
5. 23 kriteria yang dijadikan variabel fuzzy mempunyai himpunan fuzzy: CUKUP, 
BAIK, AMAT BAIK. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, implikasi dan kesimpulan, selanjutnya peneliti dapat 
memberikan beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian. Saran ini berupa 
masukan-masukan yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya. 
1. 23 kriteria yang dijadikan kunci utama dalam sistem pendukung keputusan kinerja 
pegawai dapat dikembangkan/ disesuaikan dengan dp3. 
2. Kriteria-kriteria dalam menentukan kinerja pegawai dapat dikembangkan untuk 
penyempurnaan sistem. 
3. Hasil penelitian aspek sistem, kesiapan sistem yang dapat mendukung hasil keputusan 
penentuan kinerja pegawai. Sistem yang digunakan harus mendukung untuk 
memberikan hasil yang terbaik. 
4. Hasil penelitian aspek manajerial adalah perlu disosialisasikan kepada seluruh 
pegawai sehingga pegawai dapat memberikan reward dan punishment sebagai 
tindakan dari hasil kinerja masing-masing. 
5. Studi penelitian lanjutan dapat diterapkan pada instansi pemerintah. Penelitian ini 
dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penajaman dan penambahan kriteria. 
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